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PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI DALAM 

SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Sekstorsi sebagai bentuk kejahatan pemerasan berbentuk konten seksual 

digital, semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini 

melibatkan ancaman penyebaran materi eksplisit korban untuk memeras uang, layanan seksual 

ataupun konten serupa. Di Indonesia kasus sekstorsi sering kali menimpa remaja khususnya 

perempuan, dengan dampak psikologis dan sosial yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis tindak pidana sekstorsi dan efektivitas penegakan hukumnya dalam sistem 

hukum pidana di Indonesia. 

Metode: Metode penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan 

perundang – undangan, serta wawancara korban dan aparat penegak hukum. 

Hasil: Tindak pidana sekstorsi di Indonesia semakin marak, terutama di kalangan remaja 

perempuan. Pelaku sering menggunakan modus operandi seperti grooming dan rekayasa sosial 

untuk memanipulasi korban agar memberikan konten seksual, yang kemudian digunakan 

pelaku untuk melakukan pemerasan. Korban mengalami dampak psikologis berat, seperti 

trauma, depresi, kecemasan, dan dampak sosial lainnya. Sekstorsi di Indonesia masih diatur 

secara parsial melalui KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, yang belum secara spesifik 

mengakomodasi kompleksitas kejahatan ini. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi 

kesulitan pembuktian, kurangnya literasi digital masyarakat, dan stigma sosial terhadap para 

korban.  

Kesimpulan: Diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang sekstorsi secara 

komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum dalam investigasi digital, dan 

juga edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus sekstorsi secara efektif.  
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THE APPLICATION OF LAW ENFORCEMENT OF SEXTORTION CRIMES IN 

THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM 

 

ABSTRACT 

Background: Sextortion, a form of extortion crime in the form of digital sexual content, has 

become more prevalent with the development of information technology. This crime involves 

the threat of disseminating explicit material to the victim to extort money, sexual services, or 

similar content. In Indonesia, sextortion cases often affect teenagers, especially women, with 

serious psychological and social impacts. This study aims to analyze the crime of sextortion 

and the effectiveness of its law enforcement in the Indonesian criminal law system. 

Method: The research method used is empirical juridical with a case approach and legislation, 

as well as interviews with victims and law enforcement officials. 

Results: Sextortion crimes in Indonesia are increasingly prevalent, especially among 

adolescent girls. Perpetrators often use modus operandi such as grooming and social 

engineering to manipulate victims into providing sexual content, which the perpetrators then 

use to commit extortion. Victims experience severe psychological impacts, such as trauma, 

depression, anxiety, and other social impacts. Sextortion in Indonesia is still partially regulated 

through the Criminal Code, ITE Law, and Pornography Law, which have not specifically 

accommodated the complexity of this crime. Major obstacles in law enforcement include 

difficulties in proof, lack of digital literacy, and social stigma against victims. 

Conclusion: Special regulations that comprehensively regulate sextortion, increase the 

capacity of law enforcement officials in digital investigations, and educate the public to prevent 

and handle sextortion cases effectively are needed.  
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